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Abstrak
Pendekatan pengembangan kawasan perdesaan yang dipisahkan dari kawasan perkotaan telah
mengakibatkan proses urban bias, yaitu semula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
berakibat sebaliknya, yaitu tersedotnya potensi perdesaan ke perkotaan baik sumber daya manusia, alam maupun
modal.
Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan sektor pertanian dapat dijadikan alternatif solusi dalam
pengembangan kawasan perdesaan tanpa melupakan kawasan perkotaan. Melalui langkah ini diharapkan terjadi
pemerataan aktivitas perekonomian pada semua wilayah, sehingga dapat menghambat arus urbanisasi. Dengan
demikian perlu dikaji lebih lanjut tentang keragaan jaringan irigas dan strategi pengembangannya yang
berkelanjutan.
Hasil evaluasi terhadap neraca air dan kondisi jaringan irigasi, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air di
semua wilayah PSAWS Provinsi Jawa Timur saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi,
pemanfaatan jaringan irigasi untuk pelayanan air irigasi tampak kurang maksimal, efisiensi pemakaian air irigasi
sangat rendah, pemakaian air irigasi di hulu cenderung berlebihan, namun di tengah dan hilir kekurangan air.
Beberapa masalah sumberdaya air yang teridentifikasi antara lain: adanya gejala krisis air; meningkatnya konflik
pemanfaatan air yang semakin tajam; menurunnya kualitas sumberdaya air; menyusutnya lahan pertanian
beririgasi; tidak jelasnya ketentuan hak atas air; lemahnya koordinasi antar departemen dalam menangani
sumberdaya air; dan adanya beberapa kelemahan dalam kebijaksanaan sumberdaya air.
Kata kunci: keragaan, jaringan, irigasi, berkelanjutan.
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PENDAHULUAN
Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan
perdesaan telah mendorong upaya pembangunan di
kawasan perdesaan. Pendekatan pengembangan
kawasan perdesaan yang dipisahkan dari kawasan
perkotaan telah mengakibatkan proses urban bias
yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang
semula untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan ternyata berakibat sebaliknya
yaitu tersedotnya potensi perdesaan ke perkotaan
baik sumber daya manusia, alam maupun modal.
Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan
sektor pertanian dapat dijadikan alternatif solusi
dalam pengembangan kawasan perdesaan tanpa
melupakan kawasan perkotaan. Melalui langkah ini
diharapkan terjadi pemerataan aktivitas
perekonomian pada semua wilayah, sehingga dapat
menghambat arus urbanisasi.
Upaya tersebut juga perlu didukung oleh
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang ada
secara optimal, khususnya jaringan irigasi. Jaringan
irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang
Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 189.759 Ha,
20,4 % dari total Daerah Irigasi (DI) di Provinsi
Jawa Timur. Jaringan irigasi tersebut berpotensi
sebagai pendukung program “Peningkatan Produksi
Beras Nasional (P2BN).”
Berdasarkan permasalahan kondisi riil dan
upaya pengembangan potensi tersebut, maka perlu
dikaji lebih lanjut tentang keragaan jaringan irigasi
yang ada dan strategi pengembangannya yang
berkelanjutan.
Tujuan kajian ini diantaranya adalah:
1) Memperoleh gambaran tentang potensi sumber
daya air (jaringan irigasi) yang ada.
2) Mengetahui kondisi eksisting infrastruktur
sumber daya air (jaringan irigasi) dan
permasalahan–permasalahannya.
3) Mengetahui kebutuhan infrastruktur sumber daya




Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
2006 tentang Irigasi dikemukakan pengertian
Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan
bangunan pelengkapnya yang merupakan satu
kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan,
pembagian, pemberian, penggunaan dan
pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara
operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu
jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan
irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran
induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan
bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan
bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi sekunder
adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas
saluran sekunder, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan
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sadap dan bangunan pelengkapnya. Pengelolaan
Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi
operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan
irigasi di Daerah Irigasi.
2. Pengembangan Sistem Irigasi
Irigasi berfungsi untuk mendukung
produktivitas usaha tani guna meningkatkan
produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan
nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya
petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan
sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan
dengan pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi.
Keberlanjutan sistem irigasi ditentukan oleh:
a. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui
kegiatan membangun waduk, waduk lapangan,
bendungan, bendung, pompa, dan jaringan
drainase yang memadai, mengendalikan mutu
air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
b. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan
melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan
jaringan irigasi yang meliputi operasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di
daerah irigasi;
c. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani
dari usaha tani yang diwujudkan melalui
kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi yang mendorong keterpaduan dengan
kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha
tani.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam
bidang pertanian. Pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif,
terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan,
akuntabel, dan berkeadilan, yang dilaksanakan di
seluruh daerah irigasi. Pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi melibatkan semua pihak
yang berkepentingan dengan mengutamakan
kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya
air yang didasarkan pada keterkaitan antara air
hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu
dengan mengutamakan pendayagunaan air
permukaan.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu
kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan
memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan
pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan
hilir secara selaras. Pedoman pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara
partisipatif dan berkoordinasi dengan instansi
terkait.
Salah satu persoalan utama yang terjadi dalam
hal penyediaan air irigasi adalah semakin langkanya
ketersediaan air (water scarcity) pada waktu-waktu
tertentu. Pada sisi lain permintaan air untuk berbagai
kebutuhan cenderung semakin meningkat sebagai
akibat peningkatan jumlah penduduk, beragamnya
pemanfaatan air, berkembangnya pembangunan
serta kecenderungan menurunnya kualitas air akibat
pencemaran oleh berbagai kegiatan (Bustomi, 2003).
Permasalahan lain dalam penyediaan air irigasi
adalah dalam hal pengaturan dan pendistribusian
atau operasi dan pemeliharaan. Secara teknis
pengaturan dan pendistribusian air irigasi dapat
direncanakan dan dilakukan secara akurat dan
optimum berdasarkan teknologi yang ada. Namun
masih terdapat kendala besar dalam pengaturan dan
pendistribusian air yang berasal dari faktor non
teknis seperti faktor sosial, ekonomi dan budaya dari
pemakai dan pengguna air irigasi yang tergabung
dalam kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai
Air (P3A).
Dalam perkembangan selama ini,
pengoperasian irigasi di daerah irigasi  diduga telah
mengalami banyak perubahan kondisi dan
penurunan fungsi. Sebagian lahan sawah beririgasi
teknis juga telah berubah pemanfaatannya menjadi
kolam untuk perikanan terutama di daerah hulu
(suara Merdeka, 3 juni 2003) Padahal kebutuhan air
irigasi untuk perikanan lebih besar dibandingkan
dengan kebutuhan air irigasi untuk pertanian. Hal ini
berdampak buruk pada neraca air (water balance)
dengan sering ditemuinya  kekurangan air terutama
di bagian hilir Daerah Irigasi, sehingga tidak
mengherankan jika  terjadi perebutan air pada awal
musim tanam ketiga.
Dengan latar belakang tersebut maka dalam
penyusunan strategi pengembangan keragaan
jaringan irigasi yang berkelanjutan dilakukan dengan
pendekatan kajian neraca air (water balance), kajian
tingkat efisiensi dan kajian efektivitas jaringan
irigasi serta penataan yang berkelanjutan.
1. Neraca Air (Water Balance)
Neraca air merupakan keseimbangan antara
kebutuhan air (Qr) dan ketersediaan air (Qa).  Dalam
hal ini neraca air akan diperhitungkan dalam suatu
cakupan sub DAS. Neraca air disusun dalam dua
tahap, yakni menghitung kebutuhan air kemudian
mensimulasikan kondisi tampungan berdasarkan
debit sungai dan pengambilan. Persamaan neraca air
pada tampungan  adalah sebagai berikut :
S(t+1) =  S(t) + I(t) – Q(t) – E(t)
..............................(1)
2. Efisiensi Jaringan Irigasi
Tingkat efisiensi jaringan irigasi diperoleh
dengan menggunakan persamaan berikut.
FLi = Q real,i / Qrenc,i
....................................(2)
3. Efektivitas Jaringan Irigasi
Tingkat efektivitas jaringan irigasi diperoleh
dengan menggunakan persamaan berikut.
EFi = Q renc,i / Q kap,i ...................................(3)
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4. Analisis Kebutuhan Infrastruktur
Analisis kebutuhan infrastruktur sumberdaya
air (jaringan irigasi) dilakukan berdasarkan pada
evaluasi potensi dan kondisi eksisting infrastruktur




Penyusunan Strategi Program Pengembangan
Penyusunan strategi program pengembangan
keragaan jaringan irigasi (JI) yang berkelanjutan
harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 Pengembangan yang berpijak pada
keseimbangan aspek pelestarian dan
pengembangan serta berorientasi ke depan
(jangka panjang).
 Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi
masyarakat setempat.
 Pengelolaan aset/sumber data yang tidak
merusak namun berkelanjutan untuk jangka
panjang baik secara sosial, budaya maupun
ekonomi.
 Mengembangkan aspirasi yang lebih peka dari
masyarakat dan lingkungan hidup.
Pelaksanaan kegiatan penyusunan strategi
pengembangan keragaan jaringan irigasi yang
berkelanjutan pada dasarnya terbagi menjadi 2
bagian wilayah yaitu (a) Daerah Irigasi prioritas dan
(b) Daerah Irigasi  non Prioritas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Daerah Irigasi
a. Luas Baku Sawah
Luas Baku sawah total Daerah Irigasi di
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008 yang meliputi
irigasi teknis, semi teknis dan sederhana,
sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 1. Luas Baku Sawah Provinsi Jawa Timur
No. Balai PSAWS Total Baku
Sawah (Ha)
1. Madiun 141.772
2. Bengawas Solo 105.477
3. Bango Gedangan 115.227
4. Puncu Selodono 134.468
5. Buntung Peketingan 55.425
6. Gembong Pekalen 75.743
7. Sampean Baru-Pekalen Sampean 61.890
8. Sampean Baru-Baru Bajulmati 66.661
9. Bondoyudo Mayang 125.765
10. Madura 24.996
Total 907.374
Sumber : Buku PDA 2008
b. Luas Daerah Irigasi
Luas Daerah Irigasi di wilayah Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2008 seperti tabel berikut.
Tabel 2. Luas Daerah Irigasi Provinsi Jawa Timur
No. Luas Daerah Irigasi (DI) Total Luas (Ha)
1. Luas < 1000 Ha 467.761
2. Luas (1000 – 3000) Ha 146.131
3. Luas > 1000 Ha 293.482
Total 907.374
Sumber : Buku PDA 2008
b. Bangunan Irigasi
Inventarisasi Bangunan Irigasi di wilayah
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008 sebagaimana
pada tabel berikut.
Tabel 4. Bangunan Irigasi Provinsi Jawa Timur
No. Bangunan Irigasi Total Jumlah (Bh)















2. Bangunan Pengatur :
a. Bangunan Bagi























Sumber : Buku PDA 2008
c. Jaringan Irigasi
Inventarisasi Jaringan Irigasi, terutama saluran
pada jaringan irigasi di wilayah Provinsi Jawa Timur
pada tahun 2006 sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 5. Jaringan Irigasi Provinsi Jawa Timur
No. Jenis Saluran/Bangunan Total Panjang
(Km)
1. Saluran Primer 816,71
2. Saluran Sekunder 467,66
3. Saluran Suplesi 19,72
4. Saluran Pembuang 504,99
5. Saluran Gendong -
6. Jalan Inspeksi 2.185,43
7. Tanggul Banjir 4,75
Sumber : Buku PDA 2006
2. Potensi Sumberdaya Air
a. Neraca Air
Neraca air Wilayah Provinsi Jawa Timur,
sebagaimana tersaji pada pengairan dalam angka
2008, DPU Pengairan sebagai berikut:
Tabel 6. Neraca Air Wilayah Provinsi Jawa Timur
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Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa antara
ketersediaan air dan kebutuhan air pada semua
wilayah PSAWS Provinsi Jawa Timur masih
mengalami surplus rata-rata tahunan 37,30%,
bahkan ada yang surplus melebihi 50%, yaitu
60,58% (PSAWS Welang Rejoso). Namun demikian
tetap harus mewaspadai ketersediaan air pada musim
kemarau, dengan memperhatikan efisiensi dan
efektivitas jaringan irigasi.
b. Jaringan Irigasi
Data jaringan irigasi berdasarkan PSAWS,
termasuk saluran primer dan sekunder, sebagaimana
tersaji pada tabel berikut.
Tabel 7. Jaringan Irigasi
2. Permasalahan
a. Adanya Gejala Krisis Air
Gejala krisis air tampak pada beberapa PSAWS
mulai krisis, namun rata-rata surplus air pertahun
masih > 30%. Krisis air dapat diukur dari Indeks
Penggunaan Air (IPA) yaitu rasio antara penggunaan
dan ketersediaan air. Apabila angka IPA berkisar
antara  0,75 – 1,0 maka keadaan  “kritis”. Jika lebih
dari 1,0 maka suatu wilayah “sangat kritis” atau
defisit air, jika IPA-nya  berkisar antara 0,30 – 0,60
tergolong “normal”  dari segi ketersediaan air.
(Osmet, 1996; dan Sugandhy, 1997).
b. Degradasi Sumberdaya Air
Menurunnya kualitas air akan meningkat
seiring dengan meningkatnya perkembangan industri
yang mengeluarkan limbah, pertumbuhan
perumahan secara eksponensial dan pertambahan
penggunaan bahan organik sintetis. Pembabatan
hutan dengan  semena-mena tanpa kendali
mengakibatkan berkurangnya kuantitas air dan tidak
jarang menimbulkan banjir terutama pada musim
penghujan. Air tanah dan air permukaan mulai
terkontiminasi zat-zat kimia yang mengandung
racun akibat limbah industri, limbahan dari saluran
irigasi yang mengandung pestisida maupun limbah
domestik. Degradasi sumberdaya air dapat
berpengaruh negatif terhadap kesehatan  masyarakat.
Air irigasi yang tercemar juga dapat berakibat buruk
terhadap hasil panen, sehingga tercemarnya
sumberdaya air dapat mengancam kesejahteraan
masyarakat.
c. Konflik antar Pengguna Air
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan
jumlah penduduk serta pembangunan di segala
bidang menuntut terpenuhinya kebutuhan akan air
yang terus meningkat baik dari segi kuantitas
maupun kualitas. Persaingan yang menjurus ke arah
konflik kepentingan dalam pemanfaatan air antara
berbagai sektor terutama antara sektor pertanian dan
non-pertanian cenderung meningkat di masa
mendatang.
d. Menyusutnya Lahan Pertanian Beririgasi
Akibat Alih Fungsi
Alih fungsi lahan pertanian untuk tujuan non-
pertanian merupakan proses yang tidak terhindarkan.
Hal ini disebabkan karena adanya ledakan jumlah
penduduk yang menuntut pertambahan pemukiman,
transportasi, pembangunan industri dan berbagai
prasarana fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia modern yang semuanya itu niscaya
membutuhkan tanah. (Nasoetion dan Winoto, 1996
).
e. Kurang Jelas Ketentuan Hak Penguasaan Air
Pemerintah telah menetapkan susunan
prioritas penggunaan air dengan urutan kepentingan
sebagai berikut: (1) air minum, rumah tangga,
pertahanan/keamanan, peribadatan, dan usaha
perkotaan; (2) pertanian dalam arti luas yaitu
termasuk peternakan, perkebunan dan perikanan;
dan (3) ketenagaan, industri, pertambangan, lalu
lintas dan rekreasi. Akan tetapi pada kenyataannya,
urutan prioritas yang kedua yakni pertanian, sering
dikalahkan oleh urutan prioritas ketiga seperti untuk
kebutuhan pembangunan industri.
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Perangkat peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku sekarang ini rupanya belum secara
tegas dan eksplisit memberikan jaminan kepastian
hukum dalam memperoleh hak guna air kepada
petani yang sudah berlangsung secara turun
temurun. Para petani yang sudah berabad-abad
memanfaatkan air sungai untuk keperluan irigasi ada
dalam posisi yang lemah.
f. Lemahnya Koordinasi antar Instansi dalam
Menangani Sumberdaya Air
Dalam menangani sumberdaya air di Indonesia
ternyata banyak instansi yang terlibat. Dalam
kabinet pemerintahan terdahulu, instansi yang
terlibat adalah: Depertemen Pekerjaan Umum
(DPU); Depertemen Pertanian; Departemen
Kehutanan; Departemen Kesehatan; Departemen
Pertambangan; Departemen Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi; Departemen Perhubungan; dan
Kantor Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, dan
lain-lain. Masing-masing departemen merencanakan
dan melaksanakan kegiatannya sendiri secara parsial
dan sektoral,  hampir tidak ada koordinasi antara
satu dengan lainnya. Akibatnya, kegiatan sering
tumpang tindih dan bahkan ada kalanya  tidak saling
mendukung. (Martius, 1997; dan Mahar, 1999).
g. Lemahnya Koordinasi antar Instansi dalam
Menangani Sumberdaya Air
Kebijaksanaan pemerintah dalam
pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air di
Indonesia selama ini masih mengandung beberapa
kelemahan. Antara lain (Osmet, 1996; dan Helmi,
1997): (1) masih berorientasi  pada segi penyediaan
(supply-side management); (2) lebih menekankan
pada pengembangan satu sistem irigasi dan kurang
memperhatikan keterkaitan hidrologis antar sistem
dalam satu sungai; (3) lebih berorientasi pada
pengembangan jaringan utama sistem irigasi; dan (4)
arena pengelolaan air ada pada tingkat sistem irigasi
bukan pada tingkat sungai.
h. Permasalahan Khusus pada PSAWS Wilayah
Provinsi Jawa Timur
Permasalahan khusus di PSAWS, di antaranya
yaitu:
a. Ketersediaan air di sungai semua UPT PSAWS
saat ini masih mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan air irigasi di semua DI Provinsi
Jawa Timur.
b. Pemanfaatan Jaringan Irigasi di hampir semua
DI untuk pelayanan air irigasi kurang
maksimal.
c. Efisiensi pemakaian air irigasi pada hampir
semua DI sangat rendah.
d. Pemakaian air irigasi pada hampir semua DI di
daerah hulu cenderung berlebihan dan
pemakaian air irigasi di tengah dan di hilir
sangat kekurangan air.
e. Permasalahan SDM pengelola irigasi (terbatas
jumlah, kualitas, kesepadanan profesi) di
lapangan akibat penerapan otonomi daerah.
2. Alternatif Solusi (Pemecahan Masalah)
a. Pelestarian dan Perlindungan Sumberdaya Air
Pelestarian dan perlindungan sumberdaya air
untuk menjamin keberlanjutan tata air, beberapa cara
dapat ditempuh seperti:
(1) Pelaksanaan analisa dampak lingkungan bagi
proyek-proyek pembangunan atau investasi.
Proyek yang secara potensial dapat
mengganggu kelestarian sumberdaya air agar
secara tegas dilarang atau dihentikan.
(2) Penerapan aturan siapa yang melakukan
pencemaran dialah yang  harus menanggung
beban biaya penanggulangan pencemaran
tersebut (polluters pay principle ) dan kepada
pelakunya juga harus dikenai sanksi sesuai
aturan yang berlaku.
(3) Pengendalian pencemaran atas mutu
sumberdaya air dengan cara antara lain: (a)
pengolahan air tercemar pada badan-badan air
seperti sungai dan danau; (b) pengolahan air
limbah pada sumber-sumber tercemar seperti
pabrik dan pemukiman; dan (c) pengembangan
teknologi pengendalian pencemaran
(4) Penerapan teknologi irigasi air limbah. Irigasi
air limbah adalah suatu metode pengolahan air
limbah yang dapat dimanfaatkan untuk usaha
pertanian. Teknologi ini telah berkembang
pesat di beberapa negara seperti Amerika
Serikat, Inggris, Jerman, Israel dan bahkan
India (Asmanto, 1993).
(5) Rehabilitasi kerusakan daerah hulu sungai
(daerah tangkapan). Kerusakan daerah hulu
sangat fatal karena dapat mengakibatkan
banjir. Adanya erosi karena penggundulan
hutan di daerah hulu berakibat pengendapan
lumpur pada waduk dan bangunan irigasi.
Rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan dapat
dilakukan antara lain melalui penghijauan dan
reboisasi.
b. Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Hemat Air
Gerakan Hemat Air yang telah dicanangkan
oleh pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan
perencanaan dan pelaksanaan program hemat air
sehingga menjadi lebih operasional guna mencegah
terjadinya krisis air di masa depan. Program-
program yang relevan antara lain kampanye secara
nasional tentang arti pentingnya penghematan air;
penyusunan peraturan dan kebijakan yang secara
eksplisit mengatur hemat air; penerapan teknologi
yang lebih efisien dalam pemanfaatan air; dan
penerapan teknik budidaya tanaman yang dapat
menghemat air.
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c. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi
Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka
pengendalian alih fungsi lahan selain penyusunan
dan pemberlakuan RUTR secara tegas adalah:
(1) Penetapan mekanisme ganti rugi aset negara
dan masyarakat yang terkena alih fungsi
misalnya fasilitas irigasi yang tidak dapat
berfungsi lagi; dan ganti rugi bagi petani
karena air irgasinya terputus.
(2) Berbagai peraturan dan perundangan yang
telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya
pengendalian alih fungsi lahan agar benar-
benar ditegakkan secara konsekuen dengan
sanksi yang tegas tanpa pandang bulu terhadap
siapa saja yang melanggar.
(3) Jika diizinkan akan ada alih fungsi maka
organisasi P3A beserta PU Pengairan perlu
dilibatkan dalam pengambilan keputusan guna
menghindari timbulnya konflik di belakang
hari.
d. Pembuatan Peraturan tentang Hak Guna Air
Peraturan tentang hak guna air yang jelas dan
transparan sangat diperlukan untuk mengantisipasi
meningkatnya kompetisi pemanfaatan air yang
cenderung memicu konflik antar pengguna air.
Peraturan ini agar secara jelas memberikan
perlindungan terhadap hak pengguna air. Peraturan
tentang hak guna air harus jelas, aman, bisa
ditransfer dan adil bagi semua pihak yang
membutuhkan. Hak historis pengguna pertama perlu
mendapat perhatian. Dalam peraturan ini mungkin
ada baiknya jika ketentuan-ketentuan mengenai
kriteria dan prosedur pemberian izin pemanfaatan air
juga dicantumkan.
e. Penyesuaian Kebijaksanaan Sumberdaya Air
Perlu ada penyesuaian atau reorientasi
kebijaksanaan di bidang sumberdaya air yang
mencakup hal-hal sebagai berikut:
(1) Pengelolaan sumberdaya air yang  berorientasi
pada sisi persediaan (supply-side management)
perlu diorientasikan ke arah pengelolaan
sumberdaya air yang memperhitungkan nilai
air dalam kaitannya dengan biaya penyediaan
dan memperlakukan air sebagai barang
ekonomi (demand-side management).
(2) Kebijakan sumberdaya air yang menekankan
pada pengembangan pada satu sistem irigasi
perlu disesuaikan yakni menuju
pengembangan dan pengelolaan air dalam satu
daerah aliran sungai (DAS) yang
memperhatikan keterkaitan antara berbagai
pengguna air sepanjang sungai, keterkaitan
antara air permukaan dan air tanah,
perlindungan daerah tangkapan (catchment
area) serta mengembangkan sistem
pengelolaan one river, one management.
(3) Pengelolaan secara tersentralisasi agar dirubah
menjadi terdesentralisasi yaitu dengan
melibatkan  berbagai pengguna khususnya
kelembagaan lokal seperti P3A (HIPPA/
GHIPPA) yang ada dalam setiap tahapan
kegiatan keirigasian mulai dari perencanaan,
pemeliharaan  sampai pemanfaatan.
Pemerintah telah menyadari akan kelemahan
dari pendekatan yang tersentralisasi dalam
pengelolaan sumberdaya air. Oleh sebab itu,
sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah
telah memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada P3A (HIPPA/GHIPPA) dalam
pengelolaan jaringan irigasi. Ini terbukti dari
adanya program PIK (Penyerahan Irigasi
Kecil) untuk sistem irigasi yang kurang dari
500 ha, sedangkan untuk yang di atas 500 ha
petani diwajibkan membayar iuran atas
pelayan irigasi (IPAIR). Sebegitu jauh belum
banyak ada laporan evaluasi yang mendalam
tentang pelaksanaan program-progaram ini.
(4) Dalam rangka implementasi program PIK dan
IPAIR perlu kiranya memotivasi petani agar
menjadikan P3A (HIPPA/GHIPPA) sebagai
lembaga irigasi yang mampu berfungsi ganda
yakni selain sebagai pengelola sistem irigasi
dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan
(OP), tetapi juga sebagai pengelola agribisnis.
(5) Dalam pengelolaan irigasi, para petani perlu
dimotivasi untuk membentuk wadah
koordinasi antar P3A (HIPPA/GHIPPA) baik
dalam lingkungan satu sistem irigasi yang
terdiri dari beberapa P3A maupun dalam
lingkungan yang lebih luas yaitu daerah aliran
sungai (DAS). Hal ini dimaksudkan agar air
dapat dialokasikan secara lebih adil
berdasarkan kesepakatan semua P3A yang
terkait. Selain itu, melalui P3A ini pengaturan
dan ketentuan pola tanam dan jadwal tanam
yang mendukung pemanfaatan air secara lebih
efisien dan adil dapat dirumuskan bersama.
(6) Tanggung jawab pengelolaan DAS memang
seyogyanya ada dalam satu tangan. Sebab,
DAS merupakan satu kesatuan topografi, satu
kesatuan tata air dan satu kesatuan ekosistem
dengan batas-batas geografis yang jelas
sehingga wajar jika dikelola dalam satu
kesatuan manajemen. Dengan demikian, maka
perencanaan pemanfaatan air sungai dan
pengembangan sumberdaya air dalam DAS
dapat disesuaikan antara kebutuhan dan
potensi yang tersedia (Mahar, 1999).
f. Alternatif Solusi Khusus Jaringan Irigasi di
PSAWS
Solusi khusus jaringan irigasi di beberapa
PSAWS Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan penyuluhan/pembinaan kepada
petani yang tergabung dalam perkumpulan
petani pemakai air (P3A/HIPPA/GHIPPA) dari
intansi terkait mengenai pengelolaan air irigasi
secara efektif dan efisien.
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b. Perlu penegakan hukum kepada oknum yang
melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan khusunya berkaitan dengan Undang-
Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006.
3. Program Pengembangan Keragaan
Infrastruktur (JI)
a. Sistem irigasi sebagai sistem common pool
resources
Dilihat dari karakteristik sumberdayanya maka
sumber air dan segala aspek pemanfaatannya
bersifat sumberdaya milik bersama (common pool
resource) dan polisentris (Ostrom, 1990). Sifat
tersebut sulit membatasi orang untuk
memanfaatkannya, biaya pembatasnya (exclusion
cost) menjadi tinggi, pengambilan suatu unit
sumberdaya akan mengurangi kesediaan bagi pihak
lain untuk memanfaatkannya (substractibility atau
rivalry). Akibatnya setiap individu berupaya
menjadi penumpang bebas (free rider),
memanfaatkan sumberdaya tanpa bersedia
berkontribusi terhadap penyediaannya atau
pelestariannya dan rentan terhadap masalah
eksploitasi berlebih atau kerusakan sumberdaya. Hal
ini dikenal sebagai tragedy of the commons
(Harding, 1968). Tragedi ini bisa terjadi jika tidak
ada pembatasan, aturan, pemanfaatan sumberdaya
sehingga bersifat akses terbuka (open access).
Alokasi sumberdaya milik bersama dilakukan
dengan mengatur (Hardin, 1968): (i) akses terhadap
sumberdaya; dan (ii) aturan pemanfaatannya melalui
privatisasi (private property rights) atau kepemilikan
negara (state property rights). Kebijakan ini tidak
selalu berhasil dilakukan pada sumberdaya milik
negara, karena pengelola tidak dapat mengatasi: (i)
biaya transaksi yang tinggi dalam penegakan aturan
atau penjagaan sumberdaya, seperti biaya
pengawasan, personil, dsb, sehingga penumpang
bebas (free rider) tidak dapat dikontrol; (ii) tindakan
oportunis (opportunistic behavior) berupa perburuan
rente (rent-seeking) oleh aparat pengawas lapangan.
Oleh sebab itu sistem irigasi yang bersifat common
pool resources dan sekaligus polisentrisitas akan
dapat menyelesaikan masalahnya dengan berdialog
untuk berkomitmen dan membangun  konsensus
(Ostrom, 1990).
b. Sistem irigasi sebagai sistem sosio-kultural
masyarakat
(1) Azas legal dan tujuan manajemen irigasi
Keberadaan dan keberhasilan manajemen
sistem irigasi saat ini masih didominasi dan
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebagai
regulator dan pengelolaan di aras DI. Sebagai
contoh, semua kebijakan harus mengacu kepada UU
no. 7/2004 dan PP no. 20/2006 dengan pokok-pokok
isi: (i) azas good governance sebagai bingkai azas
pembangunan keberlanjutan, kerakyatan dan
manajemen provisi (Pasal 2 s/d Pasal 6); dan (ii)
azas partisipatif (pasal 84). Pasal-pasal tersebut
sesuai dengan takrif tentang good governance dan
manajemen provisi (UN-ESCAP, 2005; Huppert et
al, 2001). Pasal 34 ayat (1) UU no. 7/2004 mengatur
tentang pengembangan sumberdaya air untuk
penyediaan air baku bagi berbagai keperluan
termasuk pertanian, kemudian diikuti Pasal 41 ayat
(1) sampai (6) serta Pasal 64 ayat 6 tentang O&P
irigasi. Seluruh pasal-pasal tersebut secara umum
berlaku pula untuk kebijakan pengelolaan irigasi.
Pasal 41 menjelaskan tentang kewenangan
pengelolaan irigasi utama (primer dan sekunder) DI
(luas > 3000 ha) berada di bawah pemerintah pusat,
DI 1000 ha – 3000 ha kewenangan pemerintah
provinsi dan DI < 1000 ha kewenangan pemerintah
kabupaten. Jaringan tersier merupakan tanggung
jawab organisasi petani. Intisari dari uraian
penjelasan Pasal 41 sebetulnya adalah pengembalian
kewenangan pemerintah pusat/daerah untuk
mengelola jaringan utama yang dalam PKPI 1999
diserahkan petani.
Pengembalian kewenangan pemerintah
pusat/daerah sebagai pengelola irigasi jaringan
utama sama dengan PP 23/1982 (mengacu UU no.
11/1974). Beberapa perubahannya adalah:
(i) tujuan irigasi bukan untuk swasembada pangan
(beras), tetapi juga untuk pencapaian ketahanan
pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Perubahan dimulai sejak PKPI (1999) dan didukung
oleh UU no. 12/1992 tentang budidaya tanam; (ii)
dasar manajemen irigasi berubah dari produksi
menjadi provisi (manajemen pelayanan),
pemanfaatannya melalui penetapan dan kesepakatan
bersama. Manajemen provisi mengacu pada: (i) azas
demokratisasi dan desentralisasi otonomi
pemerintahan (UU no. 32/2004 dan UU no. 7/2004
Ps 2 s/d Ps 6) atas dasar partisipasi dan dialog; (ii)
perubahan fungsi air dari sosial menjadi ekonomi
dan lingkungan (Ps 3 s/d 6 UU no. 7/2004); (iii)
adanya kemajuan teknologi informasi, sehingga
masyarakat menjadi terbuka dan kaya informasi.
(2) Modal (aset) dasar irigasi
PP no. 20/2006 menetapkan bahwa aset sistem
irigasi terdiri atas: (i) prasarana jaringan irigasi, dan
(ii) aset pendukung pengelolaan irigasi, terdiri atas
kelembagaan pengelolaan irigasi, sumberdaya
pendukung serta fasilitas pendukung. Agar tercapai
keberhasilan manajemen sistem irigasi maka perlu
ditambah aset ketersediaan sumberdaya air yang
handal, dukungan finansial dan teknologi sepadan .
(3) Pelaksanaan manajemen sepadan dan kriteria
keberhasilan
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap neraca air
serta kondisi jaringan irigasi, dapat disimpulkan
beberapa hal berikut:
a. Ketersediaan air di semua wilayah PSAWS
Provinsi Jawa Timur saat ini masih mencukupi
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untuk memenuhi kebutuhan air irigasi.
b. Pemanfaatan Jaringan Irigasi untuk pelayanan
air irigasi tampak kurang maksimal.
c. Efisiensi pemakaian air irigasi sangat rendah.
d. Pemakaian air irigasi di daerah hulu cenderung
berlebihan, namun pemakaian air irigasi di
tengah bahkan di hilir sangat kekurangan air.
SARAN
Beberapa saran pada kajian ini, sebagai
berikut:
a. Perlu dilakukan penyuluhan/pembinaan kepada
petani yang tergabung dalam perkumpulan
petani pemakai air (P3A/HIPPA/GHIPPA) dari
intansi terkait mengenai pengelolaan air irigasi
secara efektif dan efisien.
b. Perlu penegakan hukum kepada oknum yang
melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan khusunya berkaitan dengan Undang-
Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004.
Untuk mengatasi permasalahan di atas,
langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat ditempuh
antara lain sebagai berikut:
a. peningkatan upaya-upaya pelestarian dan
perlindungan sumberdaya air;
b. perencanaan dan pelaksanaan program hemat
air;
c. pembuatan peraturan dan ketentuan hak guna
air;
d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian
beririgasi;
e. pembentukan suatu lembaga tingkat nasional
untuk mengatur dan mengurus sumberdaya air;
dan
f. penyesuaian kebijaksanaan sumberdaya air.
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